BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penggunaan sempadan pantai untuk kafe tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura karena banyak kafe berada kurang dari
kriteria sempadan pantai yaitu 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi,
tidak sesuai dengan zonasi sempadan pantai dan daerah tersebut termasuk
dalam kawasan Hutan Lindung. Atas pembangunan kafe pada hutan lindung
tidak sesuai dengan pemanfaatan kawasan hutan dan dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan sehingga seharusnya pemerintah tidak boleh
menerbitkan izin apapun atas kafe tersebut, namun kafe-kafe tersebut
mengantongi izin usaha berupa SIUP/SITU karena disisi lain sejumlah kafe
yang berdiri perlu membayar pajak dan retribusi yang merupakan sumber
pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.

B. Saran

Seluruh jajaran Pemerintah Kota Jayapura agar berkoordinasi dengan
masyarakat adat penguasa lahan setempat untuk melakukan penertiban dan
pengendalian bangunan kafe yang berada di Sempadan Pantai Hamadi —

Holtekamp. Instansi terkait baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
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Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang &
Kawasan Permukiman (PUPR & KP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda), Dinas Pariwisata, serta Dinas Kehutanan.
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Nama - Claritha Aci Rewa Reda

NPM : 180513063

Prodi - Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup / UAJY

Judul  “Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Hamadi - Holtecamp untuk Kafe Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 20214 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033

Lokasi Kota Jayapura
Waktu Sampai Selesai
Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian dan Pengembangan, dan
Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi

2 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan kepentingan Pendidikan Mahasiswa dan pembangunan daerah
tempat penelitian dilaksanakan

3. Sebelum penelitian dimulai, peneliti wajib lapor kepada pejabat setempat, dimana penelitian dilaksanakan.

4. Setelah penelitian selesai, peneliti wajib menyerahkan 1 (satu) copy Dokumen hasilnya kepada Pemerintah
Kota Jayapura Cq. Kepala Bappeda Kota Jayap

Demikian untuk dapat di | i ya dan kepada yang berwenang diharap bantuannya.

Ditetapkan di . Jayapura
Pada Tanggal @ 03 Agustus 2022

T a Yth

1 DPMPTSP Kota Jayapura:

2 DISPUPR & KP Kofa Jayapura,
3 ATR/BPN Kota Jayapura,
(@)Sdr Bersangkutan,

5 Arsip.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Bappeda
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Lampiran 2. Kondisi Sempadan Pantai Hamadi - Holtekamp

77



Lampiran 3. Kafe di Sempadan Pantai Hamadi - Holtekamp
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Lampiran 4. Kafe pada Sempadan Pantai Hamadi - Holtekamp
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Lampiran 5. Jarak antara Kafe dengan Titik Pasang Tertinggi

80



